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 Abstract  

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan profesi baru, salah satunya content creator 
TikTok yang memperoleh penghasilan dari berbagai skema monetisasi, seperti Creator 
Rewards, LIVE Gifts, affiliate marketing, dan brand endorsement. Fenomena ini 
menimbulkan persoalan fikih mengenai status kewajiban zakat atas penghasilan profesi 
digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan pemikiran Yusuf al-
Qaradhawi dan Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin mengenai zakat profesi serta mengkaji 
relevansinya terhadap profesi content creator TikTok. Penelitian menggunakan metode 
penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, konseptual, komparatif, 
dan filosofis. Data diperoleh melalui penelusuran literatur pada basis data Scopus, Google 
Scholar, Dimensions, Garuda, dan Moraref, kemudian dianalisis menggunakan content 
analysis dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi 
memandang penghasilan profesi sebagai al-māl al-mustafād yang wajib dizakati ketika 
mencapai nisab tanpa mensyaratkan haul melalui pendekatan qiyās, istiṣlāḥ, dan maqāṣid 
al-syarī‘ah. Sebaliknya, Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin berpendapat bahwa penghasilan 
profesi mengikuti ketentuan zakat mal sehingga baru wajib dizakati setelah mencapai nisab 
dan dimiliki selama satu tahun (haul) berdasarkan pendekatan tauqīfī. Penelitian ini juga 
menemukan bahwa penghasilan TikToker memiliki karakter hukum yang beragam, 
meliputi ujrah, ju‘ālah, dan hibah, sehingga memerlukan analisis fikih sesuai karakter 
masing-masing sumber pendapatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi 
kerangka analisis zakat profesi digital melalui komparasi paradigma epistemologis kedua 
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tokoh serta klasifikasi karakteristik sumber pendapatan content creator TikTok sebagai 
dasar penetapan kewajiban zakat pada era ekonomi digital. 

Kata Kunci: Zakat Profesi, Content Creator Tiktok, Yusuf Al-Qaradhawi, Muhammad Ibn Shalih 
Al-Utsaimin, Ekonomi Digital. 

Pendahuluan 

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai profesi baru, salah 
satunya content creator TikTok yang memperoleh penghasilan dari monetisasi konten, 
live streaming, gift, endorsement, afiliasi, dan iklan (Putri, Fauzia, Pu’asturi, & Permana, 
2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa ekonomi digital telah menciptakan bentuk 
kekayaan baru yang perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam, khususnya mengenai 
kewajiban zakat atas penghasilan profesi digital. 

Dalam fikih muamalah, zakat merupakan instrumen ibadah yang memiliki 
dimensi sosial dan ekonomi untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Seiring 
berkembangnya aktivitas ekonomi modern, muncul berbagai sumber penghasilan yang 
tidak dikenal pada masa klasik sehingga diperlukan ijtihad agar ketentuan zakat tetap 
relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan tujuan syariat (maqashid al-
syari'ah) (Malik & Purnamasari, 2025; Ridho, et al., 2026). 

Salah satu hasil ijtihad tersebut adalah konsep zakat profesi, yaitu zakat atas 
penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau keahlian yang halal. Namun, konsep ini 
masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan zakat 
profesi melalui pendekatan qiyas, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa zakat 
tetap mengikuti ketentuan zakat mal yang mensyaratkan tercapainya nisab dan haul 
(Mutmainnah, Akbar, Pati, & Fadhilatunisa, 2023). 

Perbedaan pandangan tersebut tercermin dalam pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi 
dan Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa 
penghasilan profesi yang telah mencapai nisab wajib dizakati meskipun belum 
mencapai haul, sedangkan Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa 
zakat baru diwajibkan apabila harta telah mencapai nisab dan dimiliki selama satu 
tahun sesuai ketentuan zakat mal. 

Perbedaan pemikiran tersebut menjadi penting dikaji dalam konteks profesi 
content creator TikTok yang memiliki karakteristik penghasilan tidak tetap dan berasal 
dari berbagai sumber. Oleh karena itu, diperlukan analisis komparatif terhadap 
pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin untuk 
memberikan pemahaman mengenai dasar hukum zakat profesi bagi content creator di 
era ekonomi digital. 

Penelitian mengenai zakat profesi telah banyak dilakukan, namun penelitian 
oleh (Rahmadani, Jalil, & Khan, 2024) masih berfokus pada profesi konvensional seperti 
pegawai, tenaga kesehatan, dan profesi lainnya yang memiliki pola penghasilan tetap. Di 
sisi lain penelitian (Kurniawan, Ahmad, & Muttaqin, 2025) membahas perkembangan 
ekonomi digital telah melahirkan profesi baru, seperti content creator TikTok, yang 
memperoleh penghasilan dari berbagai sumber monetisasi dengan karakteristik yang 
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fluktuatif dan tidak selalu mengikuti pola pendapatan konvensional. Meskipun 
penelitian (Fitria, 2025) mengenai ekonomi digital dan media sosial terus berkembang, 
penelitian yang secara khusus menghubungkan penghasilan content creator dengan 
ketentuan zakat profesi melalui perspektif fikih masih relatif terbatas. Oleh karena itu, 
terdapat research gap berupa belum optimalnya kajian yang mengintegrasikan 
perkembangan profesi digital dengan perbedaan metodologi ijtihad ulama kontemporer 
dalam menetapkan hukum zakat profesi. 

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komparatif pemikiran 
Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengenai zakat profesi 
yang diaplikasikan pada profesi content creator TikTok. Berbeda dengan penelitian 
terdahulu yang umumnya hanya membahas zakat profesi secara umum atau ekonomi 
digital secara terpisah, penelitian ini mengkaji relevansi argumentasi kedua ulama 
terkait nisab, haul, dan dasar istinbath hukum terhadap karakteristik penghasilan digital 
yang bersifat multi-sumber dan dinamis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan fikih muamalah kontemporer 
sekaligus menjadi referensi akademik mengenai implementasi zakat profesi pada era 
ekonomi digital.  

Metode 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal 

research) dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih 
karena penelitian berfokus pada analisis norma-norma hukum Islam mengenai zakat 
profesi melalui penelaahan terhadap sumber hukum primer dan berbagai literatur 
ilmiah yang relevan. Penelitian bertujuan menganalisis konsep zakat profesi menurut 
pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin serta mengkaji 
relevansinya terhadap penghasilan content creator TikTok sebagai salah satu profesi 
yang berkembang dalam ekonomi digital (Marzuki, 2021). 

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan konseptual 
(conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan 
filosofis (philosophical approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji 
konsep zakat profesi, al-māl al-mustafād, nisab, haul, serta karakteristik penghasilan 
dari profesi digital. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan metode 
istinbāṭ hukum, dalil, dan argumentasi Yusuf al-Qaradhawi dengan Muhammad ibn 
Shalih al-Utsaimin mengenai kewajiban zakat atas penghasilan profesi. Sementara itu, 
pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis tujuan pensyariatan zakat (maqāṣid 
al-syarī‘ah) sehingga dapat diketahui relevansi kedua pemikiran tersebut dalam 
menjawab perkembangan ekonomi digital yang melahirkan profesi baru seperti content 
creator TikTok (Kamali, 2022). 

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 
Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab Fiqh al-Zakah karya Yusuf al-
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Qaradhawi, Majmū' Fatāwā wa Rasā'il dan Syarḥ al-Mumti' karya Muhammad ibn 
Shalih al-Utsaimin, fatwa-fatwa mengenai zakat profesi, serta Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal 
nasional dan internasional, buku, prosiding, tesis, dan disertasi yang membahas zakat 
profesi, ekonomi digital, hukum ekonomi syariah, dan profesi content creator. Adapun 
bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia Islam, indeks ilmiah, serta 
dokumen pendukung lainnya yang membantu interpretasi terhadap bahan hukum 
primer dan sekunder (Sugiyono, 2022). 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan penelusuran 
literatur secara sistematis pada basis data Scopus, Google Scholar, Dimensions, Garuda, 
dan Portal Moraref menggunakan kata kunci zakat profesi, professional zakat, zakat on 
income, content creator, TikTok, digital economy, Yusuf al-Qaradhawi, dan Muhammad 
ibn Shalih al-Utsaimin. Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu publikasi 
ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, tersedia dalam teks lengkap (full text), 
diterbitkan terutama pada periode 2021–2026, serta memiliki pembahasan mengenai 
zakat profesi, ekonomi digital, atau pemikiran kedua tokoh. Literatur yang tidak relevan, 
duplikat, tidak melalui proses ilmiah, atau tidak berkaitan langsung dengan fokus 
penelitian dikeluarkan dari proses analisis (Moleong, 2024). 

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif 
menggunakan teknik content analysis dan analisis komparatif. Tahapan analisis meliputi 
reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema, identifikasi argumentasi hukum 
masing-masing tokoh, analisis metode istinbāṭ yang digunakan, serta perbandingan 
persamaan dan perbedaan pandangan mengenai zakat profesi terhadap penghasilan 
content creator TikTok. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan dengan pendekatan 
maqāṣid al-syarī‘ah dan disusun secara deduktif untuk menghasilkan kesimpulan 
mengenai relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad ibn Shalih al-
Utsaimin terhadap praktik zakat profesi pada era ekonomi digital (Creswell, 2018). 

 

Hasil dan Pembahasan 

A. Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam 
pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin mengenai 
hukum zakat profesi. Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa penghasilan yang 
diperoleh dari pekerjaan atau profesi merupakan bagian dari al-māl al-mustafād yang 
wajib dizakati apabila telah mencapai nisab, meskipun belum memenuhi syarat haul. 
Sebaliknya, Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin berpendapat bahwa penghasilan profesi 
tidak dikenai zakat ketika diterima, melainkan baru wajib dizakati apabila telah menjadi 
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harta simpanan yang mencapai nisab dan dimiliki selama satu tahun (haul). Perbedaan 
tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam metode istinbāṭ hukum yang 
digunakan oleh kedua tokoh. 

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi menggunakan 
pendekatan qiyās, istiṣlāḥ (kemaslahatan), dan maqāṣid al-syarī‘ah dalam memperluas 
objek zakat sehingga mampu mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk 
penghasilan modern. Sementara itu, Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin lebih 
mengedepankan pendekatan tekstual berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat 
ulama klasik sehingga tidak memperluas objek zakat tanpa adanya dalil yang tegas. 
Dengan demikian, perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada ketentuan waktu 
pembayaran zakat, tetapi juga pada paradigma ijtihad dalam merespons perubahan 
sosial dan ekonomi. 

Dalam konteks profesi content creator TikTok, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pemikiran Yusuf al-Qaradhawi lebih relevan diterapkan pada karakteristik penghasilan 
digital yang diperoleh melalui monetisasi konten, live streaming, gift, afiliasi, dan 
endorsement. Menurut pandangannya, penghasilan tersebut wajib dizakati ketika telah 
mencapai nisab. Sebaliknya, menurut Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin, penghasilan 
tersebut baru menjadi objek zakat apabila telah disimpan hingga mencapai nisab dan 
haul sebagaimana ketentuan zakat mal. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi 
dan Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin berakar pada metodologi istinbāṭ hukum yang 
digunakan dalam menetapkan zakat profesi. Yusuf al-Qaradhawi mengembangkan 
pendekatan yang bersifat kontekstual melalui qiyās, istiṣlāḥ, dan maqāṣid al-syarī‘ah 
sehingga objek zakat dapat disesuaikan dengan perkembangan bentuk-bentuk kekayaan 
modern. Sebaliknya, Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin menggunakan pendekatan 
tauqīfī yang menekankan bahwa ketentuan zakat sebagai ibadah harus didasarkan pada 
dalil yang jelas, sehingga penghasilan profesi tetap mengikuti ketentuan zakat mal 
dengan syarat nisab dan haul. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan 
mengenai zakat profesi bukan hanya berkaitan dengan waktu pembayaran zakat, tetapi 
juga menyangkut paradigma epistemologis dalam pengembangan fikih kontemporer. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian (Ariffin, Nasaruddin, Maulana, & Ameer, 
2025) yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi modern telah melahirkan 
bentuk-bentuk kekayaan baru yang memerlukan perluasan objek zakat melalui 
pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah dan ijtihad kontemporer. Penelitian (Fauzan, 2025) juga 
menjelaskan bahwa penghasilan yang berasal dari profesi modern memiliki karakteristik 
sebagai al-māl al-mustafād sehingga dapat menjadi objek zakat apabila memberikan 
kemampuan ekonomi kepada pemiliknya. Temuan tersebut memperkuat pandangan 
Yusuf al-Qaradhawi bahwa zakat profesi merupakan instrumen syariat yang harus 
mampu mengikuti perubahan struktur ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan 
prinsip-prinsip dasar zakat. 

Di sisi lain, hasil penelitian ini juga mendukung kajian (Ahmad & Juhari, 2025) 
yang menjelaskan bahwa sebagian ulama tetap mempertahankan syarat nisab dan haul 



Adnan Zuhdi, Aidil Susandi  
 

 el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam    142 

karena zakat merupakan ibadah yang bersifat tauqīfī, sehingga tidak dapat diperluas 
tanpa adanya dalil yang kuat. Pendekatan ini tercermin dalam pemikiran Muhammad 
Ibn Shalih al-Utsaimin yang memandang penghasilan profesi sebagai bagian dari zakat 
mal. Menurutnya, kewajiban zakat baru berlaku setelah harta mencapai nisab dan 
dimiliki selama satu tahun hijriah. Pendekatan tersebut menunjukkan kehati-hatian 
dalam berijtihad serta menjaga konsistensi terhadap ketentuan zakat yang telah 
ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. 

Dalam konteks profesi content creator TikTok, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa karakteristik penghasilan digital memiliki perbedaan mendasar dengan profesi 
konvensional karena berasal dari berbagai sumber, seperti Creator Rewards, live 
streaming, gift, affiliate marketing, dan endorsement, serta memiliki pola pendapatan 
yang fluktuatif. Kondisi ini sejalan dengan (Yusoff, et al., 2025) yang menjelaskan bahwa 
creator economy telah menjadi salah satu sektor ekonomi digital dengan pola 
pendapatan berbasis platform dan algoritma. Oleh karena itu, pendekatan Yusuf al-
Qaradhawi dinilai lebih adaptif karena mampu mengakomodasi karakteristik 
penghasilan digital sebagai objek zakat profesi. Sebaliknya, pendekatan Muhammad Ibn 
Shalih al-Utsaimin tetap memberikan kepastian hukum melalui penerapan syarat haul 
sehingga zakat hanya dikenakan terhadap harta yang benar-benar telah menjadi 
simpanan.  

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan fikih 
muamalah kontemporer dengan menunjukkan bahwa perbedaan kedua tokoh tidak 
hanya terletak pada ketentuan nisab dan haul, tetapi juga pada cara memandang 
dinamika ekonomi modern. Yusuf al-Qaradhawi merepresentasikan model ijtihad yang 
berorientasi pada kemaslahatan dan tujuan syariat dalam merespons transformasi 
ekonomi digital, sedangkan Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin merepresentasikan 
model ijtihad yang menitikberatkan pada kepastian hukum berdasarkan dalil tekstual. 
Dengan demikian, kedua pemikiran tersebut memberikan landasan akademik yang 
penting dalam merumuskan konsep zakat profesi bagi profesi digital, khususnya content 
creator TikTok, sehingga hukum zakat tetap relevan terhadap perkembangan ekonomi 
digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam. 

B. TikToker sebagai Profesi Digital Kontemporer 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesi content creator TikTok memiliki 
karakteristik ekonomi yang berbeda dengan profesi konvensional sehingga 
memengaruhi analisis fikih mengenai kewajiban zakat. Penghasilan TikToker tidak 
berasal dari satu sumber, tetapi diperoleh melalui berbagai skema monetisasi, seperti 
TikTok Creator Rewards, LIVE Gifts, TikTok Shop Affiliate, brand endorsement, paid 
partnership, dan promosi produk digital. Keragaman sumber pendapatan tersebut 
menunjukkan bahwa TikToker telah berkembang menjadi profesi digital yang 
menghasilkan nilai ekonomi secara nyata dan berkelanjutan, meskipun besaran 
pendapatannya tidak selalu tetap setiap periode. 
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Hasil analisis juga menunjukkan bahwa setiap jenis pendapatan TikToker memiliki 
karakter hukum yang berbeda dalam perspektif fikih muamalah. Pendapatan dari 
Creator Rewards dan kerja sama promosi merupakan imbalan atas jasa atau karya 
(ujrah), pendapatan afiliasi merupakan komisi (ju‘ālah atau samsarah) atas keberhasilan 
penjualan produk, sedangkan LIVE Gifts dapat dikategorikan sebagai pemberian (hibah) 
yang diterima melalui aktivitas siaran langsung. Perbedaan karakter hukum tersebut 
berimplikasi pada penentuan objek zakat serta cara penghitungan penghasilan yang 
menjadi dasar kewajiban zakat. 

Selain itu, penelitian menemukan bahwa sifat penghasilan TikToker yang fluktuatif 
dipengaruhi oleh algoritma platform, jumlah penonton (engagement), konsistensi 
produksi konten, dan kerja sama komersial dengan berbagai pihak. Kondisi ini 
menyebabkan pendapatan tidak diperoleh secara tetap setiap bulan sehingga 
menimbulkan persoalan fikih mengenai waktu penentuan nisab, perhitungan haul, dan 
mekanisme pembayaran zakat profesi. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa profesi content creator TikTok merupakan 
salah satu bentuk profesi digital kontemporer yang memiliki karakteristik penghasilan 
berbeda dengan profesi konvensional. Berbeda dengan pegawai atau pekerja yang 
memperoleh gaji tetap, pendapatan TikToker berasal dari berbagai mekanisme 
monetisasi digital, seperti Creator Rewards, LIVE Gifts, TikTok Shop Affiliate, brand 
endorsement, dan paid partnership. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Morni, Jaya, 
Yazi, Khedif, & Yusrina, 2025) yang menjelaskan bahwa perkembangan creator economy 
telah mengubah media sosial menjadi ekosistem ekonomi baru, di mana kreativitas 
digital menjadi aset utama dalam menghasilkan pendapatan. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa penghasilan kreator konten tidak lagi bersifat insidental, tetapi 
telah berkembang menjadi aktivitas ekonomi profesional yang memiliki nilai komersial. 

Hasil penelitian juga menemukan bahwa setiap jenis pendapatan TikToker memiliki 
karakter hukum yang berbeda dalam perspektif fikih muamalah sehingga tidak dapat 
disamakan sebagai satu bentuk transaksi. Pendapatan dari Creator Rewards dan brand 
endorsement merupakan imbalan atas jasa atau karya (ujrah) karena diperoleh melalui 
aktivitas pembuatan konten dan kerja sama promosi. Pendapatan dari affiliate 
marketing lebih dekat dengan akad ju‘ālah atau samsarah karena berupa komisi atas 
keberhasilan memasarkan produk. Sementara itu, LIVE Gifts memiliki karakteristik 
sebagai hibah atau pemberian sukarela dari pengguna yang diberikan kepada kreator 
saat siaran langsung tanpa adanya kewajiban timbal balik secara langsung. Temuan ini 
memperlihatkan bahwa analisis zakat terhadap profesi TikToker tidak cukup hanya 
melihat total pendapatan, tetapi juga perlu mempertimbangkan karakter akad yang 
melatarbelakangi setiap sumber penghasilan. 

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Nasution, Syukur, & Rubino, 2024) 
yang menjelaskan bahwa perkembangan transaksi digital telah melahirkan berbagai 
bentuk akad baru yang secara substansi tetap dapat dianalisis menggunakan prinsip-
prinsip fikih muamalah. Demikian pula (Zuhdi, 2026) menegaskan bahwa penetapan 
hukum terhadap aktivitas ekonomi digital harus didasarkan pada substansi akad, bukan 
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semata-mata pada media atau platform yang digunakan. Dengan demikian, pendapatan 
TikToker dari berbagai sumber monetisasi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis 
akadnya terlebih dahulu sebelum ditentukan status zakatnya. Pendekatan ini 
memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga fleksibilitas fikih dalam merespons 
perkembangan ekonomi digital. 

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi pendapatan menjadi 
karakteristik utama profesi TikToker. Besarnya penghasilan dipengaruhi oleh algoritma 
platform, jumlah penonton (engagement), konsistensi produksi konten, tren digital, dan 
intensitas kerja sama komersial sehingga penghasilan tidak selalu diperoleh secara tetap 
setiap bulan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian (Lokman, Rahman, & Al-Bohari, 
2026) mengenai ekonomi kreator digital yang menyatakan bahwa pendapatan kreator 
konten sangat bergantung pada performa konten dan mekanisme platform digital. 
Karakteristik tersebut menimbulkan implikasi fikih terhadap penentuan nisab, haul, dan 
mekanisme pembayaran zakat karena tidak seluruh pendapatan diterima secara stabil 
sebagaimana profesi bergaji tetap. 

Berdasarkan temuan penelitian, karakteristik penghasilan yang berasal dari berbagai 
akad dan bersifat fluktuatif memperlihatkan bahwa profesi TikToker memerlukan 
pendekatan fikih yang lebih komprehensif dibandingkan profesi konvensional. 
Penelitian ini memberikan temuan bahwa perbedaan karakter hukum setiap sumber 
pendapatan menjadi aspek penting dalam menentukan status zakatnya. Pendapatan 
yang berasal dari ujrah, ju‘ālah, maupun hibah memiliki mekanisme kepemilikan yang 
berbeda, sehingga analisis zakat tidak cukup hanya didasarkan pada besarnya 
penghasilan, tetapi juga pada asal-usul akad dan status kepemilikannya. Dengan 
demikian, profesi content creator TikTok merupakan contoh nyata bahwa 
perkembangan ekonomi digital mendorong perlunya pengembangan fikih muamalah 
yang adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. 

C. Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang Zakat Profesi  

Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa penghasilan yang diperoleh dari profesi, 
seperti gaji pegawai, honorarium, upah pekerja, maupun pendapatan tenaga profesional 
lainnya termasuk dalam kategori al-māl al-mustafād yang wajib dizakati ketika diterima 
apabila telah mencapai nisab. Beliau mengatakan:  

 ،يماحلماو سدنهلماو بيبطلا لخدو ،لماعلا رجأو ،فظولما بتارك ـ دافتسلما لالما نأ :هراتخأ يذلاف
 نفـسلاو تارايـسلاك ةراـجتلا يرـغ في لغتسلما لالما سأر داريإكو ،ةرلحا نهلما يوذ نم مهيرغو
 لـب ،لوح رورم هيف ةاكزلا بوجول طرتشي لا ـ اهيرغو وهللا رودو قدانفلاو معاطلماو .تارئاطلاو
 هضبقي ينح هيكزي

"Pendapat yang saya pilih adalah bahwa harta yang baru diperoleh, seperti gaji pegawai, 
upah pekerja, penghasilan dokter, insinyur, pengacara dan profesi-profesi bebas lainnya, 
termasuk hasil investasi selain perdagangan seperti kendaraan, kapal, pesawat, restoran, 
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hotel dan usaha-usaha lainnya, tidak disyaratkan berlalunya satu haul untuk wajib 
zakatnya, tetapi zakat dikeluarkan ketika harta tersebut diterima." (Al-Qaradawi, 1973, 
jil. 1, hlm. 505)  

Lebih lanjut beliau menyatakan:  

 يذلا نسلحا وأ حيحصلا ةبترم في صن هيف سيل ـ هنم دافتسلما تىح ـ لام لك في لولحا طارتشا نأ
 مزلا ماع يعرش مكح هنم ذخؤي

"Sesungguhnya mensyaratkan haul pada setiap jenis harta, termasuk harta yang baru 
diperoleh, tidak memiliki nash yang sahih ataupun hasan yang dapat dijadikan dasar 
hukum umum yang mengikat." (Al-Qaradawi, 1973, jil. 1, hlm. 505)  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi memandang zakat profesi 
sebagai kewajiban atas setiap penghasilan yang diperoleh secara halal dari pekerjaan, 
keahlian, maupun jasa yang memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, penghasilan profesi 
termasuk dalam kategori al-māl al-mustafād (harta yang diperoleh) sehingga dapat 
menjadi objek zakat apabila telah mencapai nisab, meskipun tidak harus menunggu 
berlalunya satu tahun (haul). Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa 
perkembangan bentuk-bentuk penghasilan modern harus direspons melalui ijtihad agar 
tujuan pensyariatan zakat tetap dapat diwujudkan. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa metodologi istinbāṭ hukum Yusuf al-
Qaradhawi tidak hanya bertumpu pada makna tekstual Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga 
menggunakan pendekatan qiyās, istiṣlāḥ (kemaslahatan), serta maqāṣid al-syarī‘ah. 
Yusuf al-Qaradhawi mengqiyaskan penghasilan profesi dengan hasil pertanian yang 
wajib dizakati ketika diperoleh karena keduanya sama-sama menghasilkan manfaat 
ekonomi secara langsung. Pendekatan tersebut bertujuan memperluas cakupan objek 
zakat agar mampu mengakomodasi perkembangan sistem ekonomi dan munculnya 
berbagai profesi modern. 

Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa Yusuf al-Qaradhawi berpendapat 
zakat profesi dapat dikeluarkan sebesar 2,5% ketika penghasilan telah mencapai nisab 
yang disetarakan dengan nilai 85 gram emas. Pembayaran zakat dapat dilakukan setiap 
kali menerima penghasilan atau diakumulasikan dalam periode tertentu selama nilai 
penghasilan telah memenuhi nisab. Menurutnya, mekanisme tersebut lebih 
memberikan kemudahan bagi muzaki sekaligus mempercepat distribusi zakat kepada 
mustahik sehingga fungsi sosial zakat dapat terlaksana secara optimal. 

Dalam konteks profesi content creator TikTok, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pemikiran Yusuf al-Qaradhawi relevan diterapkan terhadap berbagai bentuk 
penghasilan digital, seperti TikTok Creator Rewards, LIVE Gifts, brand endorsement, 
paid partnership, dan affiliate marketing. Seluruh bentuk pendapatan tersebut 
dipandang sebagai hasil profesi yang diperoleh melalui usaha dan kreativitas yang halal 
sehingga dapat menjadi objek zakat apabila telah memenuhi ketentuan nisab. Dengan 
demikian, pemikiran Yusuf al-Qaradhawi menunjukkan karakter fikih yang adaptif 
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terhadap perkembangan ekonomi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar 
syariat Islam. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai 
zakat profesi dibangun atas prinsip bahwa setiap penghasilan yang diperoleh secara 
halal melalui pekerjaan, keahlian, maupun jasa merupakan bagian dari al-māl al-
mustafād yang wajib dizakati apabila telah mencapai nisab tanpa harus menunggu haul. 
Pandangan ini menunjukkan adanya upaya memperluas objek zakat agar selaras dengan 
perkembangan ekonomi modern. Yusuf al-Qaradhawi menilai bahwa syarat haul tidak 
memiliki landasan nash yang bersifat umum untuk seluruh jenis harta yang diperoleh, 
sehingga penghasilan profesi dapat dipersamakan dengan hasil pertanian yang wajib 
dizakati ketika diperoleh. Dengan demikian, orientasi utama pemikirannya tidak hanya 
berlandaskan aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat dalam 
mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian (Indah & Syahbudi, 2025) yang 
menyatakan bahwa perkembangan ekonomi kontemporer telah melahirkan berbagai 
bentuk kekayaan baru yang tidak dikenal dalam literatur fikih klasik, sehingga 
memerlukan pengembangan ijtihad melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian 
(Pusparini, Sukmana, & Napitupulu, 2025) juga menjelaskan bahwa konsep al-māl al-
mustafād memberikan dasar hukum bagi pengenaan zakat terhadap penghasilan 
modern selama penghasilan tersebut diperoleh secara halal dan menunjukkan 
kemampuan ekonomi. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian bahwa 
pendekatan Yusuf al-Qaradhawi tidak bertujuan mengubah ketentuan zakat, melainkan 
mengaktualisasikan prinsip-prinsip zakat agar tetap relevan dengan perubahan struktur 
ekonomi masyarakat. 

Selain menggunakan qiyās, Yusuf al-Qaradhawi juga mendasarkan argumentasinya 
pada prinsip istiṣlāḥ dan maqāṣid al-syarī‘ah. Menurutnya, zakat bukan hanya ibadah 
yang bersifat individual, tetapi juga instrumen distribusi kekayaan yang harus mampu 
menjawab kesenjangan ekonomi. Temuan ini sesuai dengan penelitian (Atoillah, 
Ulayya, Yusuf, & Saryulis, 2026) yang menjelaskan bahwa pengembangan fikih zakat 
pada era modern perlu mempertimbangkan fungsi sosial zakat sebagai mekanisme 
redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, perluasan objek 
zakat terhadap penghasilan profesi dipandang sebagai bentuk ijtihad yang tetap berada 
dalam koridor tujuan syariat, yaitu menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan mewujudkan 
kemaslahatan masyarakat. 

Dalam konteks profesi content creator TikTok, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pemikiran Yusuf al-Qaradhawi memiliki relevansi yang tinggi terhadap karakteristik 
ekonomi digital. Pendapatan yang diperoleh melalui TikTok Creator Rewards, brand 
endorsement, affiliate marketing, paid partnership, maupun LIVE Gifts merupakan hasil 
dari kreativitas, keterampilan, dan aktivitas profesional yang menghasilkan nilai 
ekonomi. Temuan ini didukung oleh (Lathifah & Hilmatunnisa, 2025) yang 
menjelaskan bahwa creator economy telah berkembang menjadi sektor ekonomi baru 
dengan pola pendapatan berbasis platform digital. Oleh karena itu, berdasarkan 
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pendekatan Yusuf al-Qaradhawi, seluruh bentuk penghasilan tersebut dapat 
dikategorikan sebagai al-māl al-mustafād yang menjadi objek zakat apabila telah 
mencapai nisab, terlepas dari media atau platform tempat penghasilan tersebut 
diperoleh. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa keunggulan pemikiran Yusuf 
al-Qaradhawi terletak pada kemampuannya mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih 
klasik dengan realitas ekonomi modern melalui pendekatan ijtihad yang adaptif. 
Temuan penelitian menunjukkan bahwa substansi pemikirannya bukan sekadar 
menghapus syarat haul, melainkan membangun paradigma bahwa setiap bentuk 
kekayaan produktif yang lahir dari perkembangan ekonomi harus memiliki tanggung 
jawab sosial melalui zakat. Konsep ini memberikan kontribusi penting terhadap 
pengembangan fikih muamalah kontemporer, khususnya dalam merumuskan hukum 
zakat bagi profesi digital seperti content creator TikTok, sehingga hukum Islam tetap 
mampu menjawab dinamika ekonomi digital tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar 
syariat. 

D. Pemikiran Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin tentang Zakat Profesi 

Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin memiliki pendekatan yang lebih berhati-hati 
dalam menetapkan hukum zakat atas penghasilan profesi. Muhammad ibn Ṣāliḥ al 
'Utsaimīn berpendapat bahwa zakat profesi bukan merupakan kategori zakat yang 
berdiri sendiri. Menurut beliau, penghasilan berupa gaji mengikuti hukum zakat uang 
sehingga tetap disyaratkan mencapai nisab dan berlalu satu haul. 

Beliau menjelaskan:  
 رهـشلا لىإ ىقبي ام ثيبح هقفنأ بتارلا هاتأ املك ناسنلإا ناك نإ :ةيرهشلا بتاورلا في ةاكزلا جارخإ
 لولحا ماتم ةاكزلا بوجو طورش نم نلأ ؛ةاكز هيلع سيل اذهف ،نياثلا

"Zakat atas gaji bulanan adalah sebagai berikut: apabila seseorang setiap 
menerima gaji langsung menghabiskannya sehingga tidak tersisa sampai bulan 
berikutnya, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat, karena di antara syarat wajib 
zakat adalah telah sempurnanya satu haul." (Al-'Utsaimīn, Fatāwā al-Fiqh, hlm. 178).  

Namun apabila sebagian gaji disimpan, maka zakat wajib dikeluarkan setelah mencapai 
haul. Untuk memudahkan perhitungan, beliau menyarankan agar seseorang 
menetapkan satu waktu dalam setahun untuk menghitung seluruh simpanan yang 
dimilikinya.  

Sebagaimana dijelaskan beliau:  
 عيملج دحاو رهش في ةاكزلا لعيج ةقشلما هذله اًءردو ،رهش لك يصيح ناسنلإا نأ ةقشم هيف اذه نكل 
 لوأ لوـح هـب متي يذلا مرمح رهش ءاج اذإ ،مرمح رهش في لولحا متي ناك اذإ لاًثم ،لالما نم هدنع ام
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 اـلم نوـكتو ،لولحا ماتم دنع اهعقوم ةعقاو ةاكزلا نوكتو ،هتاكز جريخو هدنع يذلا لك يصيح بتار
  ئاج ليجعتلاو ةلجعم هدعب

“Akan tetapi, hal ini mengandung kesulitan, yaitu seseorang harus menghitung hartanya 
setiap bulan. Untuk menghindari kesulitan tersebut, ia menjadikan pembayaran zakat 
pada satu bulan tertentu untuk seluruh harta yang dimilikinya. Misalnya, apabila 
haulnya sempurna pada bulan Muharram, maka ketika datang bulan Muharram yang 
menjadi waktu sempurnanya haul untuk gaji pertama, ia menghitung seluruh harta yang 
dimilikinya dan mengeluarkan zakatnya. Dengan demikian, zakat tersebut telah 
dikeluarkan tepat pada waktunya ketika haul telah sempurna. Adapun zakat untuk harta 
yang haulnya belum sempurna setelah itu, maka zakatnya dianggap sebagai pembayaran 
yang dipercepat, dan mempercepat pembayaran zakat hukumnya boleh”. (Al-'Utsaimīn, 
Fatāwā al-Fiqh, hlm. 178). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin tidak 
mengakui zakat profesi sebagai kategori zakat yang berdiri sendiri. Menurutnya, 
penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, gaji, honorarium, maupun jasa termasuk 
dalam kategori harta (māl) yang mengikuti ketentuan zakat uang. Oleh karena itu, 
kewajiban zakat atas penghasilan profesi tidak muncul ketika penghasilan diterima, 
tetapi baru berlaku apabila harta tersebut telah mencapai nisab dan dimiliki selama satu 
tahun hijriah (haul). 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa metodologi istinbāṭ hukum 
Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin didasarkan pada pendekatan tekstual (naṣṣī) 
dengan menempatkan hukum zakat sebagai ibadah yang bersifat tauqīfī. Menurutnya, 
penetapan kewajiban zakat harus memiliki landasan yang jelas dari Al-Qur'an, hadis, 
maupun praktik para ulama terdahulu. Karena tidak terdapat dalil yang secara eksplisit 
mewajibkan zakat atas penghasilan profesi ketika diterima, maka beliau 
mempertahankan syarat nisab dan haul sebagaimana yang berlaku pada zakat emas, 
perak, dan uang, serta tidak melakukan perluasan objek zakat melalui qiyās. 

Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa Muhammad ibn Shalih al-
Utsaimin memberikan kemudahan dalam mekanisme pembayaran zakat. Apabila 
seseorang menerima penghasilan setiap bulan dan sebagian penghasilannya disimpan, 
zakat tidak perlu dihitung berdasarkan waktu penerimaan masing-masing penghasilan. 
Untuk menghindari kesulitan dalam perhitungan, beliau menganjurkan agar seseorang 
menetapkan satu waktu tertentu setiap tahun untuk menghitung seluruh harta 
simpanan yang telah mencapai nisab. Harta yang telah memenuhi haul wajib dizakati, 
sedangkan harta yang belum mencapai haul dapat dibayarkan lebih awal (ta'jīl az-
zakāh), yang menurut beliau hukumnya diperbolehkan. 

Dalam konteks profesi content creator TikTok, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa menurut pemikiran Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, pendapatan yang 
diperoleh dari Creator Rewards, LIVE Gifts, affiliate marketing, maupun brand 
endorsement tidak secara otomatis menjadi objek zakat ketika diterima. Penghasilan 
tersebut terlebih dahulu diperlakukan sebagai harta simpanan yang harus memenuhi 
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syarat nisab dan haul. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan Muhammad ibn 
Shalih al-Utsaimin lebih menekankan kepastian hukum dan kehati-hatian dalam 
menetapkan kewajiban zakat sehingga tetap berpegang pada ketentuan zakat mal yang 
telah ditetapkan dalam syariat Islam. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin 
tidak memandang zakat profesi sebagai jenis zakat yang berdiri sendiri, melainkan 
bagian dari zakat mal yang mengikuti ketentuan zakat atas uang dan harta simpanan. 
Menurutnya, penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, gaji, honorarium, maupun jasa 
belum otomatis menjadi objek zakat ketika diterima, tetapi baru wajib dizakati apabila 
telah mencapai nisab dan dimiliki selama satu tahun hijriah (haul). Pendekatan ini 
menunjukkan bahwa Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin menempatkan zakat sebagai 
ibadah yang bersifat tauqīfī, sehingga penetapan hukumnya harus berlandaskan dalil 
yang jelas dari Al-Qur'an dan hadis tanpa memperluas objek zakat melalui analogi 
(qiyās) yang tidak memiliki landasan nash yang tegas. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian (Ismail, Asrori, & Shabbir, 2025) yang 
menjelaskan bahwa sebagian ulama kontemporer tetap mempertahankan syarat nisab 
dan haul karena keduanya merupakan ketentuan pokok dalam zakat mal yang telah 
disepakati dalam fikih klasik. Penelitian (Putra, Ahmad, & Shaikh, 2026) juga 
menjelaskan bahwa pengembangan hukum Islam harus tetap memperhatikan batas-
batas ijtihad pada wilayah ibadah (ta‘abbudī), sehingga inovasi hukum tidak boleh 
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Temuan tersebut memperkuat 
pandangan Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin bahwa tidak adanya dalil yang secara 
eksplisit mewajibkan zakat atas penghasilan profesi ketika diterima menjadi alasan 
metodologis untuk tetap mempertahankan ketentuan haul sebagai syarat wajib zakat. 

Selain mempertahankan syarat haul, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin memberikan solusi praktis dalam pelaksanaan zakat 
dengan menganjurkan penetapan satu waktu tertentu setiap tahun untuk menghitung 
seluruh harta simpanan. Mekanisme ini bertujuan mempermudah muzaki dalam 
menghitung zakat tanpa harus menghitung masa haul masing-masing penghasilan yang 
diterima setiap bulan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Azwar, Abubakar, & 
Irham, 2025) yang menjelaskan bahwa penerapan hukum Islam perlu memperhatikan 
aspek kemudahan (taysīr) dalam implementasinya selama tidak mengubah substansi 
hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, meskipun mempertahankan syarat 
haul, Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin tetap memberikan ruang kemudahan dalam 
tata cara pembayaran zakat. 

Dalam konteks profesi content creator TikTok, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pendekatan Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin memberikan analisis yang 
berbeda terhadap karakteristik penghasilan digital. Pendapatan yang diperoleh dari 
Creator Rewards, affiliate marketing, brand endorsement, maupun LIVE Gifts dipandang 
sebagai harta yang dimiliki seseorang, bukan sebagai objek zakat profesi yang berdiri 
sendiri. Oleh karena itu, penghasilan tersebut baru dikenai zakat apabila telah menjadi 
harta simpanan yang mencapai nisab dan dimiliki selama satu tahun. Pendekatan ini 
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relevan dengan karakteristik pendapatan kreator digital yang cenderung fluktuatif dan 
sering kali digunakan untuk kebutuhan operasional maupun kebutuhan hidup sehari-
hari, sehingga tidak seluruh penghasilan secara otomatis berkembang menjadi harta 
yang wajib dizakati. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa kekuatan pemikiran 
Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin terletak pada konsistensinya menjaga kepastian 
hukum zakat berdasarkan dalil-dalil syariat. Berbeda dengan Yusuf al-Qaradhawi yang 
mengembangkan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah dan qiyās, Muhammad ibn Shalih al-
Utsaimin lebih menekankan paradigma tekstual dalam menetapkan hukum zakat. 
Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tersebut bukan hanya menyangkut 
syarat haul, tetapi juga mencerminkan dua paradigma ijtihad yang berbeda dalam 
merespons perkembangan ekonomi digital. Pendekatan Muhammad ibn Shalih al-
Utsaimin memberikan kontribusi penting dalam menjaga prinsip kehati-hatian (iḥtiyāṭ) 
dalam hukum ibadah, sehingga penerapan zakat pada profesi digital tetap berada dalam 
koridor ketentuan zakat mal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. 

E. Pendekatan Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin 
terhadap Zakat Profesi pada Profesi TikToker 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan metodologis yang 
mendasar antara pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad ibn Shalih al-
Utsaimin dalam menetapkan hukum zakat profesi pada profesi content creator TikTok. 
Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan syarat nisab dan haul, tetapi juga 
berakar pada paradigma istinbāṭ hukum yang digunakan dalam merespons 
perkembangan ekonomi digital. Yusuf al-Qaradhawi menggunakan pendekatan yang 
bersifat kontekstual melalui qiyās, maṣlaḥah, dan maqāṣid al-syarī‘ah, sedangkan 
Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin menggunakan pendekatan tauqīfī yang 
menitikberatkan pada dalil-dalil yang bersifat tekstual. 

Hasil penelitian juga menemukan bahwa Yusuf al-Qaradhawi mengategorikan 
seluruh penghasilan yang diperoleh TikToker, seperti Creator Rewards, affiliate 
marketing, brand endorsement, paid partnership, dan LIVE Gifts, sebagai bagian dari al-
māl al-mustafād (harta yang diperoleh melalui usaha) sehingga dapat menjadi objek 
zakat profesi apabila telah mencapai nisab. Menurutnya, seluruh bentuk pendapatan 
tersebut memiliki nilai ekonomi yang diperoleh melalui aktivitas profesional sehingga 
wajib dizakati sebesar 2,5% tanpa harus menunggu haul. Sebaliknya, Muhammad ibn 
Shalih al-Utsaimin memandang bahwa berbagai bentuk pendapatan tersebut tidak 
secara otomatis menjadi objek zakat ketika diterima, tetapi diperlakukan sebagai bagian 
dari zakat mal yang baru wajib dizakati apabila telah mencapai nisab dan dimiliki 
selama satu tahun hijriah (haul). 

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kedua tokoh juga terlihat 
dalam cara memandang karakteristik pendapatan digital. Yusuf al-Qaradhawi menilai 
bahwa sifat penghasilan TikToker yang berasal dari berbagai sumber dan diperoleh 
secara berkelanjutan tidak menghalangi kewajiban zakat karena substansi utamanya 
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adalah adanya kemampuan ekonomi (al-ghinā'). Sebaliknya, Muhammad ibn Shalih al-
Utsaimin berpendapat bahwa fluktuasi pendapatan digital menjadi alasan penting untuk 
tetap mempertahankan syarat haul, sehingga hanya harta yang benar-benar tersimpan 
dan menunjukkan kestabilan kepemilikan yang dikenai zakat. 

Temuan penelitian yang paling penting adalah bahwa perbedaan kedua tokoh tidak 
semata-mata terletak pada kewajiban haul, tetapi berakar pada paradigma epistemologis 
yang berbeda dalam memahami hukum zakat. Yusuf al-Qaradhawi mengembangkan 
model ijtihad yang adaptif terhadap transformasi ekonomi modern dengan memperluas 
objek zakat berdasarkan tujuan syariat dan kemaslahatan umat. Sebaliknya, Muhammad 
ibn Shalih al-Utsaimin mempertahankan paradigma normatif yang membatasi 
perluasan objek zakat tanpa adanya dalil yang eksplisit. Dengan demikian, penelitian ini 
menunjukkan bahwa perbedaan keduanya merepresentasikan dua model 
pengembangan fikih zakat kontemporer, yaitu pendekatan progresif yang berorientasi 
pada maqāṣid al-syarī‘ah dan pendekatan tekstual yang berorientasi pada kepastian 
hukum syariat. 

Berdasarkan hasil komparasi tersebut, penelitian ini menemukan bahwa 
pendekatan Yusuf al-Qaradhawi lebih relevan diterapkan pada profesi content creator 
TikTok karena mampu mengakomodasi karakteristik ekonomi digital yang dinamis dan 
menghasilkan berbagai bentuk pendapatan baru. Sementara itu, pemikiran Muhammad 
ibn Shalih al-Utsaimin tetap memberikan kontribusi penting dalam menjaga prinsip 
kehati-hatian (iḥtiyāṭ) dalam penetapan hukum ibadah. Temuan ini memberikan 
kontribusi ilmiah berupa formulasi komparatif mengenai penerapan zakat profesi pada 
profesi digital serta memperkaya pengembangan fikih muamalah kontemporer dalam 
menghadapi transformasi ekonomi berbasis platform digital. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin 
tidak memandang zakat profesi sebagai jenis zakat yang berdiri sendiri, melainkan 
bagian dari zakat mal yang mengikuti ketentuan zakat atas uang dan harta simpanan. 
Menurutnya, penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, gaji, honorarium, maupun jasa 
belum otomatis menjadi objek zakat ketika diterima, tetapi baru wajib dizakati apabila 
telah mencapai nisab dan dimiliki selama satu tahun hijriah (haul). Pendekatan ini 
menunjukkan bahwa Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin menempatkan zakat sebagai 
ibadah yang bersifat tauqīfī, sehingga penetapan hukumnya harus berlandaskan dalil 
yang jelas dari Al-Qur'an dan hadis tanpa memperluas objek zakat melalui analogi 
(qiyās) yang tidak memiliki landasan nash yang tegas. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian (Wulandari, Nuryaman, Firdaus, & 
Affandi, 2025) yang menjelaskan bahwa sebagian ulama kontemporer tetap 
mempertahankan syarat nisab dan haul karena keduanya merupakan ketentuan pokok 
dalam zakat mal yang telah disepakati dalam fikih klasik. Penelitian (Siregar, Andy, 
Abdurrahman, Kamal, & Zainal, 2025 ) juga menjelaskan bahwa pengembangan hukum 
Islam harus tetap memperhatikan batas-batas ijtihad pada wilayah ibadah (ta‘abbudī), 
sehingga inovasi hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. 
Temuan tersebut memperkuat pandangan Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin bahwa 
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tidak adanya dalil yang secara eksplisit mewajibkan zakat atas penghasilan profesi ketika 
diterima menjadi alasan metodologis untuk tetap mempertahankan ketentuan haul 
sebagai syarat wajib zakat. 

Selain mempertahankan syarat haul, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin memberikan solusi praktis dalam pelaksanaan zakat 
dengan menganjurkan penetapan satu waktu tertentu setiap tahun untuk menghitung 
seluruh harta simpanan. Mekanisme ini bertujuan mempermudah muzaki dalam 
menghitung zakat tanpa harus menghitung masa haul masing-masing penghasilan yang 
diterima setiap bulan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ahmad, Zen, & Shabri, 
2025) yang menjelaskan bahwa penerapan hukum Islam perlu memperhatikan aspek 
kemudahan (taysīr) dalam implementasinya selama tidak mengubah substansi hukum 
yang telah ditetapkan. Dengan demikian, meskipun mempertahankan syarat haul, 
Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin tetap memberikan ruang kemudahan dalam tata 
cara pembayaran zakat. 

Dalam konteks profesi content creator TikTok, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pendekatan Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin memberikan analisis yang 
berbeda terhadap karakteristik penghasilan digital. Pendapatan yang diperoleh dari 
Creator Rewards, affiliate marketing, brand endorsement, maupun LIVE Gifts dipandang 
sebagai harta yang dimiliki seseorang, bukan sebagai objek zakat profesi yang berdiri 
sendiri. Oleh karena itu, penghasilan tersebut baru dikenai zakat apabila telah menjadi 
harta simpanan yang mencapai nisab dan dimiliki selama satu tahun. Pendekatan ini 
relevan dengan karakteristik pendapatan kreator digital yang cenderung fluktuatif dan 
sering kali digunakan untuk kebutuhan operasional maupun kebutuhan hidup sehari-
hari, sehingga tidak seluruh penghasilan secara otomatis berkembang menjadi harta 
yang wajib dizakati. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa kekuatan pemikiran 
Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin terletak pada konsistensinya menjaga kepastian 
hukum zakat berdasarkan dalil-dalil syariat. Berbeda dengan Yusuf al-Qaradhawi yang 
mengembangkan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah dan qiyās, Muhammad ibn Shalih al-
Utsaimin lebih menekankan paradigma tekstual dalam menetapkan hukum zakat. 
Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tersebut bukan hanya menyangkut 
syarat haul, tetapi juga mencerminkan dua paradigma ijtihad yang berbeda dalam 
merespons perkembangan ekonomi digital. Pendekatan Muhammad ibn Shalih al-
Utsaimin memberikan kontribusi penting dalam menjaga prinsip kehati-hatian (iḥtiyāṭ) 
dalam hukum ibadah, sehingga penerapan zakat pada profesi digital tetap berada dalam 
koridor ketentuan zakat mal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. 

Simpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi 
dan Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin mengenai zakat profesi tidak hanya terletak 
pada syarat nisab dan haul, tetapi juga pada paradigma istinbāṭ hukum yang digunakan. 
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Yusuf al-Qaradhawi menggunakan pendekatan qiyās, istiṣlāḥ, dan maqāṣid al-syarī‘ah 
sehingga memandang penghasilan content creator TikTok sebagai bagian dari al-māl al-
mustafād yang wajib dizakati ketika telah mencapai nisab tanpa harus menunggu haul. 
Sebaliknya, Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin berpendapat bahwa penghasilan profesi 
mengikuti ketentuan zakat mal sehingga baru wajib dizakati apabila telah mencapai 
nisab dan dimiliki selama satu tahun. Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan 
fikih muamalah kontemporer sebagai dasar dalam merumuskan ketentuan zakat profesi 
di era ekonomi digital, khususnya bagi profesi content creator. Namun, penelitian ini 
masih terbatas pada pendekatan normatif dan hanya membandingkan pemikiran dua 
tokoh tanpa melibatkan data empiris maupun pandangan ulama lainnya. Oleh karena 
itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau mixed 
methods, melibatkan pelaku ekonomi digital dan lembaga amil zakat, serta 
mengembangkan model perhitungan zakat yang lebih aplikatif sesuai dengan 
karakteristik berbagai sumber pendapatan digital. 
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